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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkaitan erat dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dalam rangka mengatur dan 

mengendalikan agar dapat terlindunginya hak-hak tiap warga dan tidak melanggar 

hak-hak atau mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban pihak lain. 

Salah satu kegiatan masyarakat yang harus mendapat pengaturan, yaitu pendirian

ibangunan.

Dalam setiap pendirian bangunan, pasti bersentuhan dengan hak-hak pihak

lain (hak-hak tetangga), yang terutama berbatasan langsung dengan tanah yang

akan didirikan pada suatu bangunan, untuk pendirian bangunan tersebut harus

terlebih dahulu dibuat suatu perencanaan pendirian bangunan yang baik, mulai 

dari aspek izin, aspek waktu, sampai aspek alat yang digunakan. Pada 

pelaksanaan pendirian bangunan, Aspek izin (Verguningen) merupakan salah satu 

instrument yang diperlukan, bahkan hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat diperlukan adanya izin dari pemerintah, termasuk didalamnya 

kegiatan mendirikan bangunan. Aspek waktu dalam pelaksanaan pendirian 

bangunan, pada kegiatan pendirian bangunan itu apakah dilaksanakan pada waktu

Hukum Pranata Pembangunan, Library, gunadarma.ac.id/files/diskl/8jbptgunadarma, 
hal.20, tanggal 9 November 2006
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yang tepat, misalnya pada malam hari yang merupakan waktu orang untuk 

beristirahat yang pastinya akan mengganggu tetangga-tetangga sekitar dengan 

pengerjaan bangunan pada malam hari, dan dari aspek alat-alat yang digunakan, 

apabila alat yang digunakan pada pelaksanaan pendirian bangunan merupakan 

alat berat yang menimbulkan suara yang mengganggu, dapat merusak jalan yang 

dilaluinya dan dapat menimbulkan sampah-sampah yang berserakan pada jalan 

atau tempat-tempat yang dilaluinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu adanya izin mendirikan 

bangunan (IMB). Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah untuk 

memberikan perlindungan keselamatan dan kenyamanan penghuni dan 

lingkungan sekitarnya, memberikan kepastian hukum tentang keberadaan 

bangunan miliknya, memperoleh petunjuk teknis pengawasan dari awal sampai 

akhir termasuk pembuatan seperti: Septiktank maupun peresapannya, menunjang 

secara langsung terciptanya kota indah, tertib dan bersih serta sesuai dengan 

perencanaan kota dan sebagai kelengkapan pengajuan fasilitas lain untuk sarana 

pembangunan (misalnya: air minum, listrik, dan lain-lain).3

Sehubungan dengan kegiatan mendirikan bangunan, dalam beberapa tahun 

terakhir ini, keadaan di Kota Palembang diwarnai dengan munculnya bangunan 

fisik yang mengarah pada kota metropolitan. Hal ini terlihat dari pembangunan

2 Perizinan Daerah, Emanuel Suiartmiko. Yuridika No.4, tahun XII Juli-Agustus, 1999,

Manfaat Bangunan Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan,
Madiun.go.id/izin/imb.pdf, tanggal 20 Maret 2007

hal.45
WWW.
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prasarana dan sarana serta diberbagai kawasan, khususnya yang terletak dipinggir 

jalan strategis berdiri ruko-ruko dan gedung-gedung swalayan baru dengan aneka 

bentuk dan jenis kegiatannya.

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang makin intensif di Palembang, 

menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, dimana fungsi dan tujuan 

pembangunan bangunan gedung tersebut, dikarenakan beraneka ragam, baik 

untuk perdagangan, perusahaan, sosial, jasa maupun rumah hunian. Indikasi di 

karenakan adanya aspek ekonomi tersebut. Bangunan gedung merupakan suatu 

wadah tempat manusia melakukan aktifitasnya, baik aktivitas sosial dan budaya 

maupun aktivitas ekonomi. Wadah ini pula merupakan salah satu kebutuhan dasar 

(basic need) dari manusia dimana manusia semakin bertambah banyak dan 

kebutuhan basic need ini semakin diperlukan, mengingat kemajuan peradaban 

manusia selalu berkembang.4

Bangunan gedung (tempat hunian) merupakan kebutuhan dasar manusia 

dan mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan 

kebutuhan tempat hunian memegang peran penting dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan 

bangunan gedung perlu terus didorong sebagai salah satu sektor strategis yang 

harus didukung oleh semua pihak terkait. Karateristik pembangunan bangunan 

gedung bersifat multisektoral dan menyentuh langsung terhadap pemenuhan salah 

4 Bangunan Sebagai Kebutuhan Manusia, www.pu.ao.id ,tanggaL 21 Desmber 2006

http://www.pu.ao.id
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satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini pelaksanaan pengadaannya menjadi 

tangung jawab masyarakat sendiri, pemerintah mendukungnya melalui penciptaan 

iklim yang kondusif, melalui Peraturan Perundang-undangan, penyediaan 

prasarana dan sarana dasar, dan penyediaan akses pembiayaan.5

Berdirinya bangunan-bangunan tersebut bukanlah merupakan hal yang 

mudah, karena bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan 

ruang oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada 

pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.6 Karena penyelenggaraan bangunan gedung, selain memperhitungkan 

fungsi bangunan gedung terhadap penghuninya dan dalam bangunan itu sendiri, 

juga harus mempertimbangkan fungsi bangunan gedung terhadap kondisi alam
n

sekitar.

Peranan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat berpengaruh pada

pemberian izin mendirikan bangunan tersebut kepada pihak-pihak yang ingin

mendirikan bangunan, Oleh karena itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pihak yang ingin mendirikan bangunan tersebut, semua prosedur dan 

persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang 

Pembinaan dan Retribusi Perizinan Banguan di Kota Palembang. Syarat 

mendirikan bangunan tersebut adalah adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan

5 Satuan Kerja Perumahan dan Pemukiman Indonesia, 
www.ppk.lipi.go.id/filc/publikasi/makwah.tanggal 21 Desember 2006

6 Penjelasan dari Undang-Undang Bangunan Gedung N o. 28 tahun 2002
Pelaksanaan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagai upaya meningkatkan kualiats 

lingkungan hidup, www.pu.go.id/ditien-mukim/htm-lmpau. tanggal 21 Desember 2006

http://www.ppk.lipi.go.id/filc/publikasi/makwah
http://www.pu.go.id/ditien-mukim/htm-lmpau
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dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota yang merupakan persyaratanyang

8administrative.

Permohonan izin mendirikan bangunan, harus dilengkapi dengan 

“izin”dari para tetangga. Contohnya dalam pendirian bangunan untuk sarang 

burung walet, Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi didalam mengajukan 

permohonan Izin Mendirikan bangunan (IMB) sarang burung walet adalah izin 

dari masyarakat sekitar bangunan sarang burung walet dalam radius 50 (lima 

puluh) meter. Apabila di dalam radius meter tersebut ada anggota masyarakat 

yang tidak menyetujui bangunan sarang burung walet di lingkungan tempat 

tinggalnya maka bangunan sarang burung walet tersebut tidak dapat didirikan.9

Dalam hal ini bagaimana apabila para tetangga keberatan karena dalam

pelaksanaan pendirian bangunan itu ada hal-hal yang dapat mengganggu

kenyamanan dan ketentraman tetangga, seperti yang telah disebutkan diatas juga 

adanya seperti suara-suara pekerja bangunan, suara kendaraan yang hilir mudik di 

kawasan itu, dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan dalam pengerjaan 

pembangunan sebuah bangunan.

Sehubungan dengan pendirian bangunan tersebut, maka perlu 

perlindungan hak-hak tetangga. Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis tertarik 

untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat

indomedia.com /sripo/206/04/1504, hal 06, Ucok Hidavat. Kepala Dinas Tata Kota 
Palembang, tanggal 8 Januari 2007

Peraturan daerah kota palembang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembinaan dan retribusi 
Pengelolaan dan Pengusahaaan Sarang Burung Walet

WWW.
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terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam suatu skripsi

yang beijudul:

"jPERLINDUNGAN HAK TETANGGA DALAM PENERBITAN IZIN DAN

PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG “

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak tetangga sehubungan dengan penerbitan izin

pendirian bangunan ?

2. Bagaimana perlindungan hak tetangga pada saat pelaksanaan pendirian

bangunan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap perlindungan hak-hak tetangga dalam penerbitan izin dan pelaksanaan 

izin mendirikan bangunan, terutama hak atas tanah, keserasian penggunaan ruang, 

dan kenyamanan.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian

a). Untuk mengetahui perlindungan hak tetangga seubungan dengan 

penerbitan izin dan pelaksanaan pendirian bangunan.

I
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b). Untuk mengetahui perlindungan hak tetangga pada saat pemberian izin 

dan pelaksanaan pendirian pembangunan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai perlindungan hak tetangga dalam penerbitan 

izin pelaksanaaan pendirian bangunan.

a. Segi praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh

informasi mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

pentingnya perlindungan terhadap hak tetangga yang dirugikan dan sejauh

mana perlindungan hak tetangga dalam penerbitan izin dan pelaksanaan

pembangunan, sehingga di kemudian hari bangunan gedung yang

dibangun tidak menimbulkan permasalahan.

b. Segi teoritis

Memperkaya khasanah pemahaman hukum tentang hak-hak 

keperdataan dalam hubungannya dengan pendirian suatu bangunan oleh pihak 

lain sehingga terciptanya keserasian dan ketertiban dalam penempatan ruang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini yaitu pendekatan normatif 

yaitu menggunakan Pendekatan perUndang-undangan yang mengatur masaah
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Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data sekunder sebagai bahan yang akan 

dianalisis dalam penelitian berupa kaedah-kaedah hukum, asas-asas hukum, 

dan teori-teori hukum. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pencairan data primer sebagai data penunjang. Untuk 

mempertajam analisis didukung pula pendekatan empiris. Menurut Soejono 

Soekanto, penelitian hukum empiris adalah berusaha melihat efektifitas 

hukum tersebut dalam kenyataannya.10 Dalam penelitian empiris sunber data 

yang utama adalah data yang diperoleh di lapangan.

2. Bahan Hukum

Ada tiga macam bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini n, yaitu ;

a). Bahan Hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian

langsung di lapangan, pada instansi atau badan yang berhubungan dengan

pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang.

b) . Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan atau dokumentasi berupa buku-buku dan karya ilmiah 

dibidang hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan.

c) . Bahan Hukum tersier, yaitu seperti kamus dan yurisprudensi.

Pengantar Penelitian Hukum, Soeijono Soekanto, Jakarta, (Press), 1986, hal.51 
Pengantar Hukum Normatif, Soerjono Soekanto, Jakarta, 1985, hal.4
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum . 

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan 

mendirikan bangunan. Dipelajari juga berbagai bahan-bahan tertulis 

lainnya seperti buku-buku dan karya ilmiah bidang hukum lainnya yang 

relevan dengan pokok masalah dalam penelitian, berdasarkan bahan-bahan 

hukum tertulis yang terkumpul diadakan pencatatan dan dikelompokkan 

sesuai dengan relevansi penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Adapun pengumpulan bahan primer yang dilakukan dengan cara

mendatangi secara langsung dengan pejabat yang terkait yaitu: Pejabat

Kantor Dinas Tata Kota di Pelembang dan masyarakat yang terkait.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dan yang diperoleh baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder, akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, 

yaitu: Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian di teliti untuk

memperoleh data yang benar. Kemudian dianalisis dengan cara diuraikan dan 

disusun secara sistematis, untuk dapat menghasilkan kesimpulan dari 

permasalahan tersebut diatas.
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Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 
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Bangunan Gedung
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www.Pu.go.id, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang, 10 April
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www.Pu.goJd? Rumah dan Aspek Keselamatan Yoppy OL, Kenyamanaan 
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http://www.Pu.go.id
http://www.Pu.go.id
http://www.Pu.g
http://www.Pu.goJ
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